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LEMBAGA KONSERVASI SATWA DALAM PERSPEKTIF 
PERDAGANGAN SATWA ILEGAL1

Oleh  :
I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi2

Abstract
Indonesia is a country that is very rich its animal diversity, but is also know as 
a countrythat has a long list of endangered wildlife. The destruction of forests, 
the transfer function of over-harvesting and the destruction of their habitat is 
the main factor that threatens the extinction of wildlife. Forests as house a wide 
variety of wildlife is no longer able to protect the exixtence of wildlife due to 
habitat destruction. Various rare species endemic in Indonesia such as Sumateran 
tigers, one-horned rhino, the Javan hawk eagle, dragons, birds of paradise and 
other animals gravely threatened. Illegal wildlife  trade proses a serious threat 
to the preservation of the wildlife. The wildlife illegally traded most are cought 
from the wild and not of capativity. By law the government efforts to protect 
endangered species from extinction is done with the issuance of Law No. 5 of 1990 
on Conservation of Natural Resources and ecosystems followedby the enactment 
of Minister of Forestry Number : P.53/Menhut-II/2006 on Conservation. Public 
education to raise public awareness of the importance of wildlife conservation 
play an important role in wildlife conservation. Institutions ex-situ conservation 
becomes a toggle while during their forests in the rescue effort should be able 
to give life maximum for wildlife with regard to ethics and the rules of animal 
welfare so that the function and purpose of conservation agencies as a place of 
education, research and development of science can be fixed accomplished.

Keywords : Illegal Wildlife Trade, Conservation, Wildlife

Abstrak
Indones�a merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman 
satwanya, namun d�kenal juga sebaga� negara yang mem�l�k� daftar panjang 
tentang satwa l�ar yang terancam punah. Perusakan hutan, pengal�han fungs� 
hutan yang berleb�han serta rusaknya hab�tat mereka merupakan faktor utama 
yang mengancam punahnya satwa l�ar tersebut. Hutan sebaga� rumah berbaga� 
macam satwa l�ar t�dak lag� mampu mel�ndung� keberadaan satwa ak�bat 
perusakan hab�tatnya. Berbaga� satwa endem�k yang langka d� Indones�a sepert� 
har�mau Sumatera, badak bercula satu, elang jawa, komodo, burung cendrawas�h 
dan satwa-satwa la�nnya keberadaannya terancam punah. Secara hukum upaya 
pemer�ntah dalam mel�ndung� satwa langka dar� ancaman kepunahan d�lakukan 
dengan d�keluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservas� Sumber Daya Alam Hayat� dan Ekos�stemnya selanjutnya d��kut� 
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dengan d�tetapkannya Peraturan Mentr� Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 
tentang Lembaga Konservas�. Edukas� kepada masyarakat untuk men�ngkatkan 
kesadaran publ�k akan pent�ngnya pelestar�an satwa l�ar mema�nkan peranan 
pent�ng dalam pelestar�an satwa l�ar.  
Lembaga konservas� ex-situ menjad� tempat t�ggal sementara selama hutan 
mereka dalam upaya penyelamatan harus mampu member�kan keh�dupan yang 
maks�mal bag� satwa l�ar tersebut dengan tetap memperhat�kan et�ka dan ka�dah 
kesejahteraan satwa seh�ngga fungs� dan tujuan lembaga konservas� sebaga� 
tempat pend�d�kan, penel�t�an dan pengembangan �lmu pengetahuan dapat tetap 
terlaksana.

Keywords: Perdagangan Satwa Ilegal, Lembaga Konservas�, Satwa L�ar

menjad� ancaman yang sangat ser�us 
bag� kelestar�an satwa l�ar, termasuk 
satwa langka. Perburuan satwa 
l�ar yang terus berlangsung se�r�ng 
dengan pembukaan hutan alam� 
membuat hab�tat satwa semak�n 
menyusut. Semak�n men�ngkatnya 
jumlah penduduk dan pembangunan 
ekonom� juga membawa ak�bat yang 
ser�us terhadap penc�utan hab�tat 
satwa. Keadaan �n� telah membawa 
konsekuens� buruk terhadap pertum-
buhan populas� satwa, terutama karena 
mereka terkurung dalam hab�tatnya 
yang menjad� semp�t. Pergerakannya 
akan berbenturan dengan keg�atan 
manus�a, ak�batnya banyak terjad� 
konflik dengan manusia.

Konflik yang sangat nyata terjadi 
antara manus�a dengan har�mau, gajah 
dan orangutan. D� Pulau Sumatera, 
konflik gajah ataupun harimau, semakin 
men�ngkat dan telah men�mbulkan 
banyak korban ba�k manus�a yang 
tewas maupun har�mau dan gajah yang 
terbunuh. Dem�k�an juga d� Pulau 
Kalimantan konflik antara manusia 
dengan orangutan sudah mula� 

I.     PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Indones�a sebaga� negara 
kepulauan yang terletak d�antara dua 
benua mem�l�k� keanekaragaman 
hayat� dengan t�ngkat kekhasan yang 
t�ngg�, membuat Indones�a mem�l�k� 
peran yang sangat pent�ng dalam 
perdagangan satwa dun�a. Sebaga� 
Negara yang meny�mpan banyak 
keanekaragaman jen�s satwa l�ar 
dan merupakan salah satu Negara 
yang mem�l�k� t�ngkat keterancaman 
terhadap kepunahan satwa l�ar, kond�s� 
�n� tentu sangat mengkhawat�rkan 
secara nas�onal maupun global. Hal 
�n� dapat d�l�hat dar� sul�tnya untuk 
mel�hat beberapa jen�s satwa l�ar d� 
hab�tat asl�nya, sepert� badak bercula 
satu, burung cendrawas�h, anoa, gajah 
Sumatera, har�mau Sumatera dan 
mas�h banyak lag� satwa-satwa la�nnya 
yang terancam punah.

Ancaman penurunan populas� 
dan kepunahan satwa yang d�l�ndung� 
terus berlangsung. Perubahan area 
hutan menjad� perkebunan saw�t, 
pertambangan dan tanaman �ndustry 
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terjad�. Pembabatan, pembakaran, dan 
kebakaran hutan telah memusnahkan 
spes�es-spes�es satwa serta merusak 
unsur hara tanah. Akt�v�tas la�n 
berupa penyemprotan hama dan obat 
pembasm� pest�s�da dan sejen�snya 
yang sukar terura� akan merembes ke 
dalam ranta�-ranta� makanan, yang 
selanjutnya akan berpengaruh kepada 
mahluk-mahluk la�n.

Setelah masalah hab�tat yang 
semak�n menyusut secara kual�tas dan 
kuan�tas, perdagangan satwa justru 
menjad� ancaman ser�us. T�ngg�nya 
t�ngkat  perburuan dan perdagangan 
l�ar yang d�sebabkan karena t�ngg�nya 
perm�ntaan pasar terhadap jen�s-jen�s 
satwa l�ar, d�tambah penawaran harga 
yang t�ngg� untuk jen�s-jen�s satwa yang 
sangat langka, semak�n mengancam 
keberadaan satwa-satwa l�ar tersebut. 
Satwa yang merupakan has�l tangkapan 
dar� alam d�perdagangkan secara 
bebas. Sebag�an masyarakat gemar 
memperjualbel�kan satwa d�l�ndung� 
dalam keadaan h�dup untuk d�pel�hara, 
untuk d�manfaatkan organ tubuh 
satwa sebaga� bahan obat trad�s�onal, 
maupun dalam bentuk hewan yang 
sudah d�awetkan.

Perdagangan �legal satwa 
l�ar berlangsung terus-menerus 
dan berkembang dengan sangat 
pesat. Perdagangan �n� bers�fat 
sangat kompleks dan mel�batkan 
banyak p�hak mula� dar� pemburu, 
eksport�r bahkan t�dak sed�k�t kasus 
perdagangan �legal satwa l�ar yang 
mel�batkan oknum petugas serta 
aparat keamanan. Perdagangan �legal 

juga merupakan kejahatan yang telah 
terorgan�s�r dengan rap�, mem�l�k� 
jar�ngan yang kuat serta dengan 
modus penyelundupan yang terus 
berkembang.

Satwa-satwa l�ar yang b�asanya 
d�perjualbel�kan �n� kebanyakan 
adalah satwa langka dar� jen�s burung-
burungan (aves) sepertu kakatua 
raja, kakatua jambul kun�ng, gelat�k, 
burung bayan maupun jen�s mamal�a 
atau pr�mata sepert� monyet h�tam atau 
jen�s-jen�s la�nnya yang kebanyakan 
d�pel�hara manus�a sebaga� unsur 
kesenangan saja. Satwa-satwa 
tersebut d�buru dar� alam kemud�an 
d�selundupkan untuk kemud�an 
d�perdagangkan d�berbaga� kota besar 
bahkan h�ngga mancanegara.

Indones�a termasuk Negara 
yang member�kan kontr�bus� cukup 
besar dalam perdagangan organ satwa 
l�ar d�peruntukkan untuk memasok 
perdagangan obat trad�s�onal, makanan 
khas, dan aksesor�s (termasuk bulu/
kul�t b�natang). Bahkan perkembangan 
terbaru dar� perdagangan satwa 
langka �n� adalah d�lakukan denggan 
menggunakan med�a jejar�ng sos�al 
�nternet. Perdagangan satwa langka 
yang selama �n� berlangsung tertutup 
dan �legal, k�n� menjad� leb�h mudah 
dan terbuka. Melalu� jejar�ng sos�al, 
pem�l�k satwa langka justru dengan 
terang-terangan mempromos�kannya 
dengan memasang foto satwa yang 
d�perdagangkannya.

Satwa l�ar yang d�perdagangkan 
tersebut sebag�an besar merupakan 
has�l tangkapan dar� alam bukan dar� 
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penangkaran. Penangkapan yang t�dak 
ramah l�ngkungan terhadap satwa l�ar 
men�mbulkan kerusakan ekos�stem 
yang apab�la terus d�b�arkan, maka 
d�khawat�rkan suatu saat akan terjad� 
kepunahan yang menyebabkan 
generas� mendatang hanya akan b�sa 
mengenal satwa-satwa tersebut melalu� 
foto dokumentas� saja.

Sela�n ancaman yang d�ak�batkan 
oleh manus�a, ancaman kepunahan 
keanekaragaman hayat� terutama 
satwa l�ar juga sebaga� ak�bat alam�ah 
antara la�n perubahan �kl�m global dan 
penyak�t. Meng�ngat s�fatnya yang 
t�dak dapat d�gant�kan, maka upaya 
konservas� menjad� kewaj�ban mutlak 
t�ap generas� dan tanggung jawab 
pemer�ntah serta masyarakat.

1.2.  Perumusan Masalah
1. Baga�mana peranan lembaga 

konservas� satwa dalam menjaga 
kelestar�an satwa l�ar yang 
d�l�ndung�  ?

2. Baga�mana upaya perl�ndungan 
terhadap perdagangan �legal 
satwa l�ar yang d�l�ndung� ? 

1.3.  Tujuan Penelitian
Lembaga konservas� sebaga� 

tempat pengembangb�akan dan 
penyelamatan satwa merupakan 
tempat t�nggal sementara satwa 
dar� kepunahan. Dalam hal �n� yang 
menjad� obyek yang terka�t mengena� 
pelestar�an satwa l�ar yang d�l�ndung� 
dar� perdagangan �legal.

D�samp�ng tujuan umum tersebut 
diatas, penelitian ini secara spesifik 

d�harapkan mampu  :
1. Untuk mengetahu� peranan 

lembaga konservas� satwa dalam 
menjaga kelestar�an satwa l�ar 
yang d�l�ndung�.

2. Untuk mengetahu� upaya 
perl�ndungan terhadap per-
dagangan �legal satwa l�ar yang 
d�l�ndung�.

II.   METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan 

metode penel�t�an hukum emp�r�s, ya�tu 
cara atau prosedur yang d�gunakan 
untuk memecahkan masalah penel�t�an 
dengan menel�t� data skunder terleb�h 
dahulu dan kemud�an d�lanjutkan 
dengan menel�t� data pr�mer yang ada 
d� lapangan.

S�fat penel�t�an dalam karya 
�lm�ah �n� adalah deskr�pt�f, ya�tu 
bertujuan menggambarkan secara tepat 
s�fat-s�fat suatu �nd�v�du atau kelompok 
tertentu, keadaan, gejala, atau untuk 
menentukan penyebaran suatu gejala, 
atau untuk menentukan ada t�daknya 
hubungan antara suatu gejala dengan 
gejala la�n dalam masyarakat.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Peranan  Lembaga  Konservasi 

Satwa Dalam Menjaga 
Kelestarian Satwa Liar Yang 
Dilindungi
Berkurangnya luas hutan 

menjad� ancaman penurunan dan 
kepunahan satwa l�ar d� Indones�a. 
Penyebab utama kepunahan satwa 
l�ar d�antaranya adalah keh�langan, 
keruskan serta fragmentas� hab�tat 
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tempat h�dup, pemanfaatan secara 
berleb�han dan perburuan serta 
perdagangan �legal.  Satwa l�ar dalam 
Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1990 adalah : 
 Semua b�natang yang h�dup d� 

darat, dan atau d� a�r, dan atau 
d� udara yang mas�h mempunya� 
s�fat-s�fat l�ar, ba�k yang h�dup 
bebas maupun yang d�pel�hara 
oleh manus�a.

Satwa l�ar d�bag� menjad� 2 
golongan ya�tu jen�s d�l�ndung� dan 
jen�s yang t�dak d�l�ndung�. 

Pemanfaatan satwa l�ar secara 
langsung ada beberapa macam, antara 
la�n : 
1. Perburuan trad�s�onal untuk 

makan yang b�asa d�lakukan 
oleh suku-suku pedalaman.

2. Perburuan trad�s�onal sepert� 
kul�t yang b�asanya d�gunakan 
sebaga� bahan pembuat tas, baju/
h�asan la�n oleh penduduk asl�.

3. Mengumpulkan dan menjual 
jen�s satwa l�ar

4. Menjual produk-produk dar� 
satwa l�ar, sepert� : dag�ng, kul�t, 
rahang, cula dan gad�ng.

5. Berburu untuk tujuan 
memperoleh penghargaan atau 
untuk olahraga w�satawan.

6. Mel�ndung� satwa l�ar d� taman 
nas�onal sebaga� atraks� untuk 
w�satawan yang harus membayar 
b�la akan mel�hat, menel�t�, 
memotret atau mendekat�nya.3

3 W�ranto, dkk, 2001, Berkaca d�cerm�n Retak: 
Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi 
Pengelolaan Taman Nas�onal, The G�bon 
Foundat�on, Jakarta, hlm. 106-107.

Perdagangan satwa l�ar secara 
�legal menjad� ancaman ser�us bag� 
kelestar�an satwa l�ar d� Indones�a. 
T�ngg�nya keuntungan yang dapat 
d�peroleh dan kec�lnya res�ko hukum 
yang harus d�hadap� oleh pelaku 
perdagangan �legat tersebut membuat 
perdagangan satwa �legal menjad� 
daya tar�k besar bag� para pelaku untuk 
melakukan t�ndak kejahatan tersebut 
tanpa memperhat�kan kelangsungan 
kelestar�an satwa, bahkan mengganggu 
kese�mbangan ekos�stem dan s�klus 
ranta� makanan yang ada. 

Perdagangan tumbuhan dan 
satwa l�ar d� Indones�a sebaga� 
bentuk pemanfaatan telah d�atur 
dalam Peraturan Pemer�ntah Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 
Jen�s Tumbuhan dan Satwa L�ar 
dan ketentuan dalam CITES. Dalam 
peraturan tersebut d�nyatakan bahwa 
tumbuhan dan satwa l�ar yang dapat 
d�perdagangkan adalah jen�s satwa l�ar 
yang t�dak d�l�ndung yang d�peroleh 
dar� has�l penangkaran maupun 
pengamb�lan atau penangkapan dar� 
alam.

Ada beberapa hal yang 
melatarbelakang� maraknya kejahatan 
terhadap satwa l�ar d� Indones�a, 
d�antaranya  :
1. Adanya perm�ntaan pasar
2. N�la� ekonom� yang t�ngg�
3. Kond�s� sos�al ekonom� 

masyarakat
4. Penegakan hukum lemah
5. Isu belum menjad� permasalahan 

nas�onal.
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Memel�hara hewan merupakan 
salah satu kegemaran/hobby 
manus�a. Namun dem�k�an sebag�an 
orang mem�l�k� kegemaran untuk 
memel�hara jen�s-jen�s tertentu sepert� 
memel�hara burung kakak tua, pr�mata 
dan sebaga�nya. Semak�n langka satwa 
tersebut maka kepuasan seseorang 
akan kegenarannya tersebut semak�n 
t�ngg�. D� dun�a maya banyak sekal� 
forum atau kumpulan orang-orang 
yang mem�l�k� kegemaran yang sama 
ya�tu memel�hara satwa l�ar, sepert� 
forum penc�nta burung paruh bengkok, 
elang, burung hantu, dan sebaga�nya. 
Kegemaran �n�lah yang kemud�an 
mem�cu maraknya perdagangan 
dan perburuan satwa l�ar terutama 
jen�s-jen�s langka. Berka�tan dengan 
kegemaran tersebut, sejumlah orang 
merasa status sos�al atau gengs�nya 
akan na�k j�ka dapat mengkoleks� 
jen�s satwa l�ar tersebut atau bag�an 
tubuhnya. 

T�ngg�nya perm�ntaan terhadap 
satwa l�ar juga d�p�cu berkembangnya 
m�tos d� masyarakat j�ka mengkonsums� 
bag�an-bag�an tertentu dar� satwa 
l�ar dapat men�ngkatkan kekuatan, 
kew�bawaan, dan sebaga�nya. Sepert� 
m�salnya dengan mem�l�k� kum�s 
har�mau akan menambah kew�bawaan, 
mengkonsums� tangkur buaya akan 
menambah kekuatan, dan la�n-la�n. 
Mengkonsums� bag�an-bag�an tertentu 
dar� satwa l�ar juga d�yak�n� sebaga� 
bahan obat, terutama obat trad�s�onal. 
Banyak jen�s bag�an tubuh satwa 
yang secara emp�r�s d�gunakan dan 

d�percaya mem�l�k� khas�at obat, 
m�salnya empedu beruang madu yang 
dapat d�jad�kan sebaga� obat untuk 
luka ak�bat patah tulang, terk�l�r dan 
kecelakaan r�ngan. Padahal beruang 
madu termasuk jen�s yang d�l�ndung� 
dan masuk dalam Apend�ks I CITES. 
Sela�n masyarakat lokal, d� beberapa 
tempat sepert� Ch�na bayak sekal� 
obat-obat trad�s�onal yang berbahan 
dasar satwa d�l�ndung�, sepert� tulang 
har�mau, s�s�k trengg�l�ng, tanduk rusa, 
cula badak, dan sebaga�nya. Seh�ngga 
banyak kasus penyelundupan s�s�k 
trengg�l�ng maupun tulang har�mau 
yang berasal dar� Indones�a dengan 
tujuan Ch�na. 

Besarnya keuntungan 
n�la� ekonom� yang d�peroleh 
dar� perdagangan �legal satwa 
l�ar dan kond�s� sos�al ekonom� 
masyarakat terutama sek�tar hutan 
menyebabkan perburuan satwa terus 
berlangsung. Masyarakat yang kurang 
meng�ndahkan asas konservas�, 
mengamb�l satwa-satwa l�ar tersebut 
dar� alam tanpa membud�dayakan 
terleb�h dahulu bahkan pengamb�lan 
sumberdaya alam �tu t�dak sebatas 
kebutuhan pengobatan semata, 
mela�nkan sebaga� mata pencahar�an. 
Pemanfaatan yang berleb�han tesebut 
menyebabkan keh�dupan satwa l�ar 
akan berada d�ambang kepunahan 
apab�la usaha perl�ndungan dan 
pelestar�annya t�dak segera d�lakukan 
secara maks�mal. Untuk menjam�n 
kelestar�an keberadaan satwa l�ar, perlu 
d�lakukan t�ndakan konservas� berupa 
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pengelolaan yang berkelanjutan yang 
menjam�n terjad�nya kese�mbangan 
antara keg�atan perl�ndungan dan 
pemanfaatan sumber daya alam 
hayat�. Peranan lembaga konservas� 
pun menjad� sangat pent�ng. Kawasan 
konservas� d� Indones�a  d�tunjuk 
dan d�tetapkan oleh pemer�ntah 
berdasarkan kr�er�a tertentu sesua� 
dengan peruntukannya. Aturan 
tentang kawasan konservas� d� 
Indones�a d�payung� oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservas� Keanekaragaman Sumber 
Daya Alam Hayat� dan Ekos�stemnya 
dan Peraturan Menter� Kehutanan No. 
P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga 
Konservas�, yang dalam Pasal 1 ayat 3 
menyebutkan bahwa :
 Lembaga Konservas� adalah 

lembaga yang bergerak d� 
b�dang konservas� tumbuhan dan 
atau satwa l�ar d�luar hab�tatnya 
(ex-situ) yang berfungs� untuk 
pengembangb�akan dan atau 
penyelamatan tumbuhan dan 
atau satwa dengan tetap menjaga 
kemurn�an jen�s guna menjam�n 
kelestar�an keberadaan dan 
pemanfaatannya.
Oleh karena satwa l�ar 

merupakan kekayaan alam yang 
perlu d�jaga kelestar�annya, upaya 
konservas� merupakan salah satu 
upaya untuk melestar�kannya yang 
dapat d�lakukan secara in-situ dan ex-
situ.4 Pelestar�an in-situ merupakan 
usaha pelestar�an yang d�lakukan 
4  Muhamad Erw�n, SH., M.Hum., 2011, Hukum 

Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 
Pembangunan Lingkungan Hidup, PT Refika 
Ad�tama, Bandung, hlm. 149.

d� hab�tat asl�nya. Pelestar�an �n� 
d�tekankan agar suatu jen�s satwa 
d� hab�tat asl�nya tetap terjaga dan 
terpel�hara yang d�lakukan d� tempat-
tempat yang d�l�ndung� pemer�ntah 
atau yang ser�ng d�padankan dengan 
on spot. Konservas� �n� mencakup 
kawasan suaka alam (Cagar Alam 
dan Suaka Margasatwa) dan kawasan 
pelestar�an alam (Taman Nas�onal, 
Taman Hutan Raya, dan Taman 
W�sata Alam). Contohnya : pelestar�an 
Badaj Jawa d� Taman Nas�onal Ujung 
Kulon. Sedangkan pelestar�an ex-situ 
adalah keg�atan konservas� d�luar 
hab�tat asl�nya, d�mana fauna tersebut 
d�amb�l, d�pel�hara pada suatu tempat 
tertentu dan d�jaga keamanannya 
maupun kesesua�an ekolog�nya, atau 
yang ser�ng d�padankan dengan out of 
spot.

Konservas� ex-situ �n� d�lakukan 
oleh lembaga konservas�, sepert� kebun 
raya, arbetrum, kebun b�natang, taman 
safar�, dan tempat peny�mpanan ben�h 
dan sperma satwa.5 Adapun tujuan 
dar� perl�ndungan dan pelestar�an �n� 
t�dak hanya untuk menyelamatkan 
satwa dar� ancaman kepunahan, akan 
tetap� mengusahakan terjam�nnya 
keanekaragaman hayat� dan 
kese�mbangan unsur-unsur ekos�stem 
yang telah mengalam� gangguan ak�bat 
men�ngkatnya akt�v�tas manus�a yang 
merambah kawasan hutan alam.

Hak dan kewaj�ban lembaga 
konservas� pun d�atur dalam Surat 
5  Bambang Pamulard�, 1999, Hukum Kehutanan 

dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 187.
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Keputusan Menter� Kehutanan 
dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-
II/1998 tentang Lembaga Konservas� 
Tumbuhan dan Satwa L�ar, yang 
dalam Pasal 9 mencantumkan 
tentang kewaj�ban, antara la�n  :  
membuat rencana karya pengelolaan, 
menyed�akan sarana dan prasarana 
pengelolaan, memel�hara dan 
menangkarkan jen�s tumbuhan dan 
satwa sesua� ketentuan yang berlaku, 
mempekerjakan tenaga ahl� sesua� 
b�dangnya, d�larang memperjual 
bel�kan satwa yang d�l�ndung� dan 
membuat laporan pengelolaan secara 
berkala termasuk mutas� jen�s satwa.

Lembaga konservas� yang 
mempunya� fungs� utama untuk 
pengembangb�akan dan atau 
penyelamatan tumbuhan dan satwa 
dan fungs� la�nnya sebaga� tempat 
pend�d�kan, peragaan, penel�t�an dan 
pengembangan �lmu pengetahuan, 
sarana perl�ndungan dan pelestar�an 
jen�s, serta sarana rekreas� yang sehat, 
dalam pengelolaannya tetap d�lakukan 
berdasarkan et�ka dan ka�dah 
kesejahteraan satwa (animal welfare).

D� dalam animal welfare atau 
kesejahteraan satwa d�kenal 5 pr�ns�p 
kebebasan (five freedoms principle), 
mel�put� : 
1. Bebas dar� rasa lapar, haus dan 

kekurangan g�z� (freedom from 
hunger and thirst).

2. Bebas dar� rasa t�dak nyaman 
secara fisik dan cuaca panas 
(freedom from discomfort).

3. Bebas dar� rasa sak�t, luka dan 

penyak�t (freedom from pain, 
injury and disease).

4. Bebas mengekspres�kan pr�laku 
normal (freedom to express 
normal behavior).

5. Bebas dar� rasa stress dan 
tertekan (freedom from fear and 
distress).
Kel�ma pr�ns�p tersebut t�dak 

dapat d�l�hat sebaga� pr�ns�p yang 
terp�sah-p�sah. T�dak terpenuh�nya 
salah satu kebebasan akan menyebabkan 
terganggunya kebebasan yang la�n. 
Lembaga konservas� sebaga� tempat 
t�nggal sementara satwa l�ar dan tempat 
pengembangb�akan serta penyelamatan 
satwa harus mampu berperan dalam 
menjaga kelestar�an satwa l�ar yang 
d�l�ndung� dar� kepunahan.

Indones�a k�n� menjad� 
sorotan dun�a �nternas�onal terka�t 
dengan adanya kasus penangkapan 
penyelundupan satwa l�ar kakaktua 
jambul kun�ng yang d�lakukan oleh 
petugas bea cuka� d� Tanjung Perak, 
Surabaya, Jawa T�mur. Penyelundupan 
21 ekor burung kakaktua jambul 
kun�ng dan burung bayan d�lakukan 
dengan cara yang kej�, ya�tu dengan 
memasukkan burung tersebut ke dalam 
botol m�neral. Selama tahun 2015 
sudah terjad� 3 kasus penyelundupan 
kakaktua yang d�lakukan dengan cara 
yang sama. Kakaktua jambul kun�ng 
mengalam� ancaman kepunahan yang 
pada tahun 2007 hanya ters�sa 7000 d� 
dun�a.

Kasus la�nnya adalah kasus 
penyelundupan 14 ekor orang utan 
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asal Indones�a yang d�repatr�as� 
dar� Tha�land akh�rnya d�pulangkan 
ke tanah a�r. Repatr�as� orang utan 
�n� adalah merupakan yang ket�ga 
kal�nya, ya�tu pada tahun 2006 telah 
d�repatr�as� 48 orang utan dan pada 
tahun 2007 d�repatr�as� 4 orang utan. 
Kembal�nya orang utan �n� merupakan 
kom�tmen Pemer�ntah Indones�a 
dalam memerang� perdagangan satwa 
�legal. Orang utan tersebut akan 
d�pulangkan ke Kal�mantan namun 
sebelumnya orang utan �n� akan 
mengalam� karant�na d� salah satu 
lembaga konservas� untuk memul�hkan 
kesehatan maupun pr�laku l�arnya. 
Setelah pul�h, orang utan tersebut 
akan d�lepasl�arkan kembal� ke hab�tat 
alam�nya sesua� dengan tes DNA 
(Deoxyribo Nucleic Acid).

Mesk�pun telah d�l�ndung� d� 
t�ngkat nas�onal dan �nternas�onal, 
perdagangan satwa l�ar dan langka 
mas�h terus terjad�. von�s r�ngan yang 
d�jatuhkan ke penyelundup satwa 
semak�n menunjukkan betapa lemahnya 
penegakan hukum perl�ndungan satwa 
d� Indones�a. Dalam hal �n�, lembaga 
konservas� dalam peranannya menjaga 
kelestar�an satwa melakukan beberapa 
langkah d�antaranya  :
1. Membuat penangkaran bag� 

satwa-satwa yang d�l�ndung�.
2. Melakukan upaya pengembang-

b�akan dan perkaw�nan 
satwa-satwa langka untuk 
mengembangkan populas� satwa 
dan mengh�ndar� kepunahan 
satwa tersebut.

3. Melakukan penyelamatan dan 
pelepasl�aran satwa kealam 
bebas agar b�sa h�dup secara 
alam�ah.

4. Member�kan edukas� kepada 
masyarakat pent�ngnya kelesta-
r�an satwa untuk tetap h�dup d� 
hab�tatnya, seh�ngga mereka 
t�dak lag� mengus�k keberadaan 
satwa dan menjaga satwa-satwa 
tersebut untuk tetap h�dup d� 
hab�tat asl�nya.

3.2. Upaya Pencegahan Terhadap 
Perdagangan Satwa Ilegal
Perdagangan satwa l�ar �legal 

d� Indones�a telah berkembang dan 
member� kontr�bus� yang sangat besar 
pada punahnya satwa l�ar yang pal�ng 
berharga. Maraknya perdagangan �le-
gal satwa yang d�l�ndung� t�dak hanya 
merupakan masalah pada t�ngkat lokal 
dan nas�onal saja, tap� bahkan sam-
pa� pada t�ngkat �nternas�onal. Hal 
�n� dapat d�l�hat dar� telah d�tandatan-
gan�nya Convention on International 
Trade in Endangered Species (CITES) 
pada tahun 1973, ya�tu sebuah perjan-
j�an mult�lateral yang member�kan me-
kan�sme �nternas�onal untuk mengatur 
perdagangan satwa l�ar.

 Sampa� saat �n� terdapat 180 
negara yang menjad� peserta CITES. 
Walaupun CITES bers�fat meng�kat se-
cara hukum bag� negara yang �kut ser-
ta dalam konvens� �n�, mengharuskan 
negara yang �kut serta untuk menerap-
kan peraturan domest�k CITES untuk 
memast�kan bahwa CITES d��mple-
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mentas�kan pada t�ngkat nas�onal. 
Pemerintah Indonesia meratifikasi 
CITES, dengan d�keluarkannya Kepu-
tusan Pres�den Nomor 43 Tahun 1978 
yang memuat daftar jen�s-jen�s satwa 
dan tumbuhan l�ar yang termasuk 
dalam kategor� kelangkaan. Walaupun 
Indones�a menyetuju� CITES pada ta-
hun 1978, tap� undang-undang pelak-
sanaan nas�onal baru d�laksanakan 
pada tahun 1990 dengan d�berlaku-
kannya Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1990 tentang Konservas� Sumber 
Daya Alam Hayat� dan Ekos�stemnya.

 CITES mengatur dan menga-
was� perdagangan dengan menetapkan 
tumbuhan dan satwa l�ar berdasarkan 
3 (t�ga) kategor� perlakuan perl�ndun-
gan dar� eksplo�tas� perdagangan ya�-
tu Appendix I adalah daftar d� dalam 
CITES yang memuat jen�s-jen�s yang 
telah terancam punah (endangered) 
seh�ngga  perdagangan �nternas�onal 
spes�men yang berasal dar� hab�tat 
alam harus d�kontrol dengan ketat dan 
hanya d�perkenankan untuk kepent�n-
gan non-komers�al tertentu dengan �j�n 
khusus. Appendix II adalah daftar d�-
dalam CITES yang memuat jen�s-jen�s 
yang saat �n� belum terancam punah, 
namun dapat menjad� terancam punah 
apab�la perdagangan �nternas�onalnya 
t�dak d�kendal�kan. Appendix III adalah 
daftar d�dalam CITES yang memuat 
jen�s-jen�s yang oleh suatu Negara ter-
tentu pemanfaatannya d�kendal�kan 
dengan ketat dan memerlukan bantuan 
pengendal�an �nternas�onal.6

6  Muhamad Erw�n, SH., M.Hum., Op.Cit, hlm. 
184

 Majel�s Umum Perser�katan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah me-
nyerukan semua negara untuk men�n-
gkatkan upaya mengatas� perburuan 
dan perdagangan �legal satwa l�ar. 
PBB mendesak negara-negara anggot-
anya untuk mengamb�l langkah tegas 
d� t�ngkat nas�onal untuk mencegah, 
memerang� dan memberantas perda-
gangan satwa �llegal dar� s�s� pasokan 
maupun perm�ntaan. Dalam Pasal 21 
ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa :
 set�ap orang d�larang untuk 

menangkap, meluka�, membu-
nuh, meny�mpan, mem�l�k�, 
memel�hara, mengangkut, dan 
mempern�agakan satwa yang 
d�l�ndung� dengan keadaan 
h�dup. 

Ketentuan �n� mencerm�nkan 
bahwa ketentuan hukum terka�t den-
gan perdagangan satwa l�ar yang d�l-
�ndung� ber�kut larangan dan sanks� 
yang d�kenakan kepada para pelaku-
nya sebenarnya telah d�sed�akan. 

Upaya perl�ndungan terhadap 
satwa l�ar dan penegakan hukum per-
buruan dan peredaran �legal satwa l�ar 
perlu terus d�lakukan. Pada t�ngkat 
As�a Tenggara, pemer�ntah juga 
telah melakukan kerjasama dalam 
ASEAN Wildlife Enforcement Network 
(ASEAN-WEN) yang d�bentuk pada 
pertemuan Menter�-Menter� negara 
ASEAN yang bertanggungjawab 
dalam �mplementas� CITES d� Bang-
kok tanggal 1 Desember 2005. Tujuan 
pembentukan ASEAN-WEN adalah 
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untuk men�ngkatkan hubungan aparat 
penegak hukum antar negara ASEAN 
dalam memberantas perdagangan sat-
wa l�ar.   

Perdagangan jen�s satwa l�ar ha-
rus d�awal� dengan penetapan kuota 
pengamb�lan atau penangkapan satwa 
l�ar dar� alam yang merupakan batas 
maks�mal jen�s dan jumlah spes�men 
satwa l�ar yang dapat d�amb�l dar� 
hab�tat alam yang d�dasarkan pada 
pr�ns�p kehat�-hat�an untuk mencegah 
terjad�nya kerusakan atau degradas� 
populas�. Penetapan kuota pengam-
b�lan dan penangkapan satwa l�ar d�-
lakukan oleh D�rektur Jendral PHKA 
berdasarkan rekomendas� LIPI. Pe-
nyusunan kuota d�dasar� bahwa ket-
ersed�aan data potens� satwa l�ar yang 
menggambarkan populas� dan penyeb-
aran set�ap jen�s mas�h sangat terbatas, 
seh�ngga membutuhkan peran LSM 
(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan 
Perguruan T�ngg� untuk member�kan 
�nformas� mengena� potens� dan pe-
nyebaran jen�s satwa l�ar yang dapat 
d�manfaatkan.  

 Per�j�nan dan penangkapan sat-
wa l�ar d�terb�tkan oleh BKSDA (Ba-
la� Konservas� Sumber Daya Alam) 
berdasarkan kuota w�layah yang ada. 
Per�j�nan badan usaha atau perorangan 
yang akan melakukan peredaran satwa 
l�ar d� dalam neger� d�terb�tkan oleh 
kepala BKSDA d�mana badan usaha 
atau perorangan yang memegang �j�n 
sebaga� pengedar satwa dalam neger� 
yang akan mengamb�l atau menangkap 
satwa berkewaj�ban untuk mempun-

ya� tempat dan fas�l�tas penampungan 
satwa l�ar yang memenuh� syarat yang 
telah d�tetapkan oleh D�rjen PHKA. 
Sedangkan peredaran satwa l�ar ke 
luar neger� harus sesua� �j�n BKSDA 
dan sesua� dengan syarat-syarat yang 
d�tetapkan CITES.

 Pencegahan terhadap perda-
gangan �legal satwa l�ar yang d�l�nd-
ung� d� Indones�a terus d�lakukan. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservas� Sumber Daya 
Alam Hayat� dan Ekos�stemnya den-
gan ancaman denda maks�mum Rp. 
100.000.000,- (seratus juga rup�ah) 
dan p�dana penjara 5 (l�ma) tahun d�-
anggap sudah t�dak efekt�f dan belum 
member�kan von�s maks�mal seh�ngga 
t�dak membuat pelaku menjad� takut, 
tap� justru satwa tersebut mak�n marak 
d�perjual-bel�kan bahkan ada tempat 
khusus memperjual-bel�kan satwa 
yang d�l�ndung� tersebut. Lemahnya 
penegakan hukum dan besarnya ke-
�ng�nan untuk memel�hara dan mem�-
l�k� satwa dem� kesenangan, mem�cu 
semak�n maraknya kepem�l�kan satwa 
langka secara �legal. 

 Menurut Rosen and Sm�th 
(2010) kond�s� saat �n� perdagangan 
�legal tumbuhan dan satwa l�ar sangat 
membahayakan, perlu leb�h banyak 
sumber daya yang harus d�tujukan un-
tuk menyel�d�k� dan mengatur perda-
gangan �legal tumbuhan dan satwa l�ar 
pada level lokal, reg�onal dan �nterna-
s�onal. Pada t�ngkat lokal kampanye 
dan edukas� untuk masyarakat tentang 
perdagangan �legal dan dampaknya 
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dapat membantu untuk mengurang� 
perm�ntaan.

 Penegakan hukum yang dapat 
d�lakukan ada 2 (dua) bentuk ya�tu 
pencegahan (belum kejahatan terjad�) 
dan pengendal�an/repres�f (setelah ke-
jahatan terjad�). D�pelukan beberapa 
langkah agar perdagangan satwa l�ar 
tersebut b�sa d�selesa�kan, m�salnya 
dengan melakukan mon�tor�ng per-
buruan dan perdagangan �legal sat-
wa, melakukan pen�ngkatan kapas�as 
aparat penegak hukum, khususnya 
yang terka�t dengan peraturan perl�nd-
ungan spes�es dan pemahaman tentang 
ekolog� satwa, pen�ngkatan kerjasama 
antara Kementr�an Kehutanan dengan 
aparat penegak hukum dan �nstans� ter-
ka�t la�nnya, pen�ngkatan kerjasama d� 
t�ngkat reg�onal dan global, serta pem-
berdayaan masyarakat d� sek�tar hu-
tan. Untuk melakukan pencegahan dan 
mon�tor�ng pemburuan dan perdagan-
gan �legal, d�perlukan un�t patrol, m�s-
alnya T�ger Patrol Un�t, Rh�no Patrol 
Un�t, Orangutan Patrol Un�t, dan la�n 
sebaga�nya.  Upaya dan dukungan dar� 
pemer�ntah untuk melakukan pemba-
haruan undang-undang dan pember�an 
sanks� yang leb�h berat kepada pelaku 
kejahatan terhadap satwa juga sangat 
d�perlukan. Pemer�ntah ataupun apara-
tur penegak hukum t�dak dapat bekerja 
send�r� dalam penanganan kasus perda-
gangan satwa l�ar tersebut. Kerjasama 
dengan lembaga swadaya masyarakat 
maupun lembaga pemer�ntah yang 
berka�tan dengan perl�ndungan satwa 
juga sangat d�perlukan sebaga� tempat 

rehab�l�tas� satwa has�l operas� yang 
d�lakukan oleh pemer�ntah dar� kasus 
perdagangan l�ar. Kesadaran masyara-
kat tentang bahaya perdagangan �legal 
satwa l�ar dengan t�dak membel� dan 
memel�hara satwa l�ar akan membatu 
untuk memberhent�kan perdagangan 
satwa l�ar tersebut.

 
IV.  PENUTUP
4.1.  Simpulan
1. Lembaga konservas� satwa 

mempunya� peranan yang 
sangat pent�ng untuk menjaga 
kelestar�an satwa l�ar yang 
d�l�ndung� sesua� dengan 
tujuan dan fungs� Lembaga 
Konservas� serta mencegah 
adanya perdagangan �legal satwa 
yang d�l�ndung� ntuk mencegah 
adanya kepunahan satwa-satwa 
d�l�ndung�.

2. Upaya-upaya yang d�lakukan 
dalam mencegah perdagangan 
satwa yang d�l�ndung� ya�tu 
dengan upaya prevent�f/
pencegahan ya�tu dengan cara 
melakukan penangkaran satwa, 
pengembangb�akan, serta 
pelepasl�aran. Sedangkan upaya 
repres�f/pengendal�an ya�tu 
dengan melakukan pen�ngkatan 
pengawasan dan penegakan 
sanks� terhadap perdagangan 
�legal satwa yang d�l�ndung�.

4.2.  Saran
1. Pemer�ntah dengan lembaga-

lembaga terka�t dengan 
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perl�ndungan satwa l�ar 
hendaknya mem�l�k� kom�tmen 
yang t�ngg� dalam melakukan 
pengawasan dan pencegahan 
terhadap perdagangan �legal 
satwa l�ar yang d�l�ndung� ba�k 
dengan cara memformulas�kan 
kembal� sanks� yang leb�h tegas 
dan pen�ndakan yang leb�h tegas 
terhadap pelanggaran undang-
undang perl�ndungan satwa 
untuk mengh�ndar� kepunahan 
satwa l�ar yang d�l�ndung�.

2. Lembaga konservas� satwa 
hendaknya leb�h mengutamakan 
fungs� perl�ndungan satwa dengan 
melakukan kerjasama dengan 
organ�sas� kemasyarakatan 
atau LSM serta men�ngkatkan 
pemahaman anggota masyarakat 
akan pent�ngnya perl�ndungan 
dan pelestar�an terhadap satwa 
l�ar yang d�l�ndung�.
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